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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaturan hak politik ASN Negara 

Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste yang kemudian dalam 

pembatasan hak politik PNS dalam konstitusi negara ditinjau dari teori keadilan John Rawls. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai 

sumber utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan melihat satu peraturan dengan peraturan 

lainnya serta bagaimana penerapan peraturan- peraturan tersebut dalam dalam prakteknya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara 

Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste tidaklah jauh berbeda,akan 

tetapi dalam kedua negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam membatasi hak politik dari 

pegawai negeri sipil. Analisis penulisan ini ditinjau dari teori keadilan John Rawls untuk 

mengetahui apakah memungkinkan pembatasan Hak Politik ASN. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembatasan hak politik ASN untuk melindungi kebebasan yang dapat menyebabkan 

ketidakadilan. Pembatasan Hak Politik PNS bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan oleh PNS yang dapat menimbulkan konflik sehingga menciptakan ketidakadilan yang 

lebih besar. 

Kata Kunci: Hak Politik, PNS, Teori Keadilan John Rawls 
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ABSTRACT 

This study aims to find out how the political right of civil servants of the Republic of 

Indonesia and the Democratic Republik of Timor Leste are regulated in limitation of civil servant 

political rights in the state constitution in terms of John Rawls’s theory of justice. This research 

is a normative legal research that uses secondary data as the main source. The data obtained is 

analyzed by looking at one regulatioan with other regulations and how these regulations are 

applied in practice. This research shows that the regulation of Political Rights of Civil Servants 

of the Republik of Indonesia and the democratis Republic of Timor Leste is not much different, 

but both countries have their own consideration in limiting the political rights of civil servants. 

The analysis of this writing is viewed from John Rawls’ theory of justice to find out whether it is 

possible to limit the political rights of Civil Servants. The results show that restrictions on the 

political rights of Civil Servants are to protect freedoms that can cause injustice. Restrictions on 

the political rights of Civil Servants aim to prevent the abuse of power by civil servants, which 

can lead to conflicts that create greater injustice. 

Keyword: Political Rights, Civil Servants, John Rawls’ Theory of Justice 


